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Pasal 73

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7L dan
Pdsal 72 juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana
tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali
Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang
terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi
berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 75

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pelindungan Data Pribadi, dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal L7 Oktober 2O22
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ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESI,A

NOMOR 27 TAHVN 2022
TET\ITANG

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

UMUM

Ferkembangan teknologi informasi dan komurikasi yang melaju dengan
pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi
memunglinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah
negara sehingga salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai
selrtor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti
peryrelengaraan ele&onic @mmet@ (e-ammere) dalam sektor
perUagangan/bisnis, eledrunic dtution (edtt@lion) daJarla bidang perdidikan,
eledronic hmlth (e-leaftfl dalam bidang kesehatan, ele&onic gouqrunent
(egovenunent) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang
dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut
mengakibatkan Data Pribadi seseorang sanga.t mudah untuk dikumpulkan dan
dipindahkan dari sahr pihak ke phak lain tanpa sepengetatnran Subjek Data
Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Felindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia
Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi
pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu
Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi suahr
keharusan yang tidak dapat ditunda lagl karena sanga.t mendesak bagi berbagai
kepentingan nasional. Fergaulan intemasional Indonesia turut menuntut
adanya Felindungan Data Pribadi. Felindungan tersebut dapa.t memperlancar
perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.

Undang-Undang tentang Felindungan Data Pribadi amanat
dari Pasal2SG ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesLratu yang merupakan hak
asasi". Persoalan Felindungan Data Pribadi mtrncul kar€na lreprihatinan akan

terhadap Data Pribadi yang dapa.t dialami oleh orang dan/atau
badan hukum. Felangaran tersehut dapat menimbu[€n kerugian materiel dan
nonmateriel.
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Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami

karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam
masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang
dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah
data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan
kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai
kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau
melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan
menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang
diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data
Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya
ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data
Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah
standar Pelindungan Data Pribadi secara urnurn, baik yang diproses sebagian
atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-
masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai
karakteristik sektor yang Pengaturan Data
Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga
negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi
Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan
industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan
daya saing industri dalam negeri.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal I
Cukupjelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Hurufa
Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa setiap
pemrosesErn Data Pribadi dilakukan dengan memberikan
pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya
dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

SK No 155237 A

Hurufb. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-
Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain

negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.

Huruf f
Yang dimaksud dengan oasas keseimbangan" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pertanggungiawaban" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

Hurufh
Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

Pasal 4...
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Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a
Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi
yang apabila dalam pemrosesErnnya dapat mengakibatkan
dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara
lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar
Subjek Data Pribadi.

Hurufb
Crkup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "data dan informasi kesehatan"
adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan
dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau
pelayanan kesehatan.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "data biometrilC adalah data yang
berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik
perilaku individu yang memungkinkan identilikasi unik
terhadap individu, seperti gambar wajah atau data
daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat
keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus
ddaga dan dirawat, termasuk narnun tidak terbatas pada
rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.

Hurufc
Yang dimaksud dengan odata genetika" adalah semua data
jenis apa.pun mengenai karakteristik suatu individu yang
diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal
awal.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "catatan kejahatan" merupakan
catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan
perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau
sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang
dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan
pencantunan dalam daftar pencegahan atau

Huruf e

Cukup jelas.

Huruff...
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Huruf f

Yang dimaksud dengan "data keuangan pribadi" adalah
termasuk narnun tidak terbatas kepada data jumlah
simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan
data karhr kredit.

Hurufg
Cukup jelas.

Ayat (3)

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruff
Yang dimaksud dengan "Data Pribadi yang dikombinasikan
untuk mengidentiflkasi seseorang' antara lain nomor
telepon seluler dan IP Address.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Hak untuk memperoleh salinan Data Pribadi dilakukan secara gratis,
kecuali untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...
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Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 1O

Ayat (l)
Yang dimaksud dengan "pemrolilan" adalah kegiatan
mengidentifikasi seseorang termasuk narnun tidak terbatas
pada riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi
pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan
Subjek Data Pribadi secara elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasa1

Pasal

Pasal

Pasal

11

Cukup jelas.

t2
Cukup jelas.

13

Cukup jelas.

L4

Cukupjelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "kepentingan proses penegakan
hukum" adalah kepentingan yang berkaitan dengan
upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau
menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain proses
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "kepentingan umum dalam
rangka penyelenggaraan negara" antara lain
penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan
sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf d . . .
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